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PENDAHULUAN

Era globalisasi yang sedang berlangsung, terjadi perkembangan yang
signifikan dalam persaingan bisnis. Disadari bahwa tidak semua hubungan bisnis
berjalan mulus, seringkali timbul permasalahan yang berpotensi menyebabkan
sengketa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, negara-negara di seluruh dunia telah
membentuk perjanjian multinasional yang bertujuan untuk memfasilitasi dan
mendorong persaingan pasar bebas di masa depan, dengan harapan dapat
menghindari timbulnya sengketa yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi
tersebut.(Winarta, 2022) Dalam konteks mengawasi kegiatan bisnis dengan volume
transaksi yang mencapai ratusan bahkan ribuan setiap harinya, tidak dapat dihindari
adanya potensi perselisihan di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu,
penting untuk menyadari bahwa setiap jenis sengketa yang timbul memerlukan
penyelesaian yang cepat dan efisien.(Alsagoff & Ismail, 2017)

Semakin meningkatnya volume dan cakupan aktivitas perdagangan,
proporsional dengan peningkatan tersebut adalah tingginya frekuensi terjadinya
perselisihan. Dengan demikian, bahwa semakin banyak jumlah sengketa yang perlu
diatasi dalam konteks ini.

Secara Konvensional, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui proses
litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam situasi tersebut, posisi
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antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa cenderung bertentangan. Namun,
pendekatan penyelesaian sengketa bisnis dengan metode ini tidak begitu diminati
oleh para pelaku bisnis, karena memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang
signifikan, sehingga perusahaan atau pihak yang terlibat dalam sengketa mengalami
ketidakpastian yang tidak diinginkan.(P. Harahap, 2019)

Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase didasarkan pada Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Negara telah meratifikasi Konvensi New
York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981.(Nirmala, 2017)
Sedangkan di Singapura sumbernya adalah International Arbitration Act (IAA) dan
Arbitration Act (AA). Singapura mengaksesi Konvensi New York 1958 pada
tanggal 21 Agustus 1986. Putusan arbitrase menurut hukum arbitrase Singapura
dibagi menjadi tiga kategori: putusan arbitrase domestik, putusan arbitrase
internasional, dan putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase domestik adalah
putusan yang dibuat di Singapura dalam proses arbitrase di mana para pihak dan
subjek  sengketa arbitrase tidak memiliki hubungan dengan luar
Singapura..(Rechtsanwaltsgesellschaft, 2016). Artikel ini menganalisis kerangka
hukum dan serta membandingkan perbedaan dan persamaan antara kerangka
hukum di Indonesia dan Singapura. Tinjauan hukum di kedua negara disajikan,
termasuk kebijakan pelaksanaan putusan arbitrase komersial di Singapura.
Permasalahan yang dibahas adalah perbandingan pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
yang melibatkan analisis terhadap produk perilaku hukum seperti undang-undang
sebagai studi kasus normatif. Inti dari penelitian ini adalah tentang hukum yang
dipandang sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi
pedoman perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif fokus pada
penginventarisasian hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan
hukum dalam kasus-kasus konkret, sistematisasi hukum, analisis sinkronisasi,
perbandingan hukum, dan sejarah hukum.(Abdulkadir, 2004). Menganalisis
kerangka hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
asing di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan perbedaan dan persamaan
antara kerangka hukum di Indonesia dan Singapura dalam hal pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura serta memberikan rekomendasi
untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase
internasional dalam konteks bisnis lintas negara.

HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

Pada tanggal 10 Juni 1958, di Kota New York, Amerika Serikat, disetujui
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New
York Convention). Konvensi New York secara dasarnya mengatur kewajiban
negara-negara peserta (contracting state) untuk saling mengakui (recognize) dan
melaksanakan (enforce) putusan badan arbitrase internasional di negara peserta
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lainnya. Indonesia telah meratifikasi New York Convention melalui Keputusan
Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan ratifikasi ini, pemerintah Indonesia secara
internasional mengakui bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase
internasional di negara-negara anggota New York Convention dapat diakui dan
dilaksanakan di Indonesia.(Abdurrasyid, 2002). Konvensi New York 1958
mengatur prosedur yang harus diikuti untuk memperolen pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 4 ayat (1) Konvensi
tersebut, pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan eksekusi
putusan arbitrase harus melampirkan salinan resmi dari putusan asli yang telah
dinyatakan sah oleh lembaga arbitrase, serta salinan resmi dari perjanjian asli yang
diacu dalam Pasal 2 Konvensi New York 1958 atau salinan resmi dari para pihak
yang terlibat. Kemudian, berkas-berkas tersebut diajukan ke pengadilan nasional di
negara tujuan putusan arbitrase tersebut. Sebagai hasilnya, pelaksanaan putusan
arbitrase yang didasarkan pada Konvensi New York 1958 diakui dan dilaksanakan
oleh pengadilan nasional di negara di mana putusan tersebut dikeluarkan.
Penentuan pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusan arbitrase
kembali kepada kebijakan negara yang terkait. Walaupun Konvensi ini tidak secara
spesifik menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk
mengeksekusi putusan arbitrase, namun konvensi tersebut menegaskan bahwa
pengadilan nasional memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan
putusan arbitrase.(DEW!I et al., 2021) Sebagai opsi alternatif dari sistem pengadilan
nasional dalam penyelesaian sengketa komersial internasional, proses penyelesaian
sengketa swasta, termasuk arbitrase komersial internasional, telah menjadi bagian
yang sangat penting dalam hubungan bisnis internasional.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, para pelaku usaha cenderung
memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian daripada menggunakan jalur litigasi.
Hal ini didasarkan pada beberapa alasan penting yang disampaikan oleh Huala
Adolf, yaitu: (i) arbitrase merupakan pengadilan yang disukai oleh para pelaku
usaha; (ii) prosesnya lebih cepat; (iii) arbiter adalah seorang ahli di bidangnya; (iv)
para pihak memiliki kebebasan dalam memilih arbiter; (v) hukum acara arbitrase
memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi; (vi) proses arbitrase bersifat rahasia; dan
(vii) putusan arbitrase diakui secara internasional.(Adolf, 2014). Arbitrase
internasional memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak dari berbagai negara. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura
merupakan dua negara yang memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan
pendekatan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Definisi
putusan arbitrase internasional, yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi
New York 1958, dapat diuraikan sebagai berikut: Konvensi ini berlaku untuk
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah suatu negara
selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut diminta. (M. Y.
Harahap, 2003) Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa putusan arbitrase
internasional merujuk pada putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari negara
yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan tersebut. Syarat utama agar suatu
putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional adalah
putusan tersebut harus dibuat di luar negara yang meminta pengakuan dan eksekusi.
Selain itu, putusan tersebut harus berkaitan dengan perselisihan antara individu atau
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badan hukum. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan kewarganegaraan bukanlah
faktor penentu yang mutlak dalam hal ini.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 1 ayat (2) Konvensi
New York 1958 juga menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tidak
hanya mencakup putusan yang diberikan oleh badan arbitrase ad hoc atau arbitrator
yang ditunjuk untuk setiap kasus, tetapi juga mencakup setiap putusan yang
dihasilkan oleh badan arbitrase permanen atau badan arbitrase permanen yang
umumnya dikenal sebagai arbitrase institusional. Pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase asing adalah tahap yang sangat penting dan krusial dalam seluruh
proses arbitrase perdagangan internasional. Tahap ini menjadi penentu keberhasilan
atau kegagalan suatu arbitrase. Sebuah arbitrase perdagangan internasional tidak
dapat dianggap berhasil jika putusannya tidak dapat diakui dan dilaksanakan. Bagi
sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang, tahapan pengakuan
dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seringkali menjadi tahapan yang paling
sulit dan penuh dengan tantangan. Di negara-negara ini, umumnya terdapat
kesulitan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Indonesia
merupakan salah satu negara di antara negara-negara berkembang tersebut yang
masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase
perdagangan internasional dengan baik. Setidaknya, ada tiga hal yang dapat
dicurigai sebagai kendala utama: pertama, kurangnya peraturan hukum yang
memadai dalam bidang arbitrase, terutama dalam hal arbitrase perdagangan
internasional; kedua, inkonsistensi dari pengusaha Indonesia dalam menjalankan
kontrak bisnis yang mereka buat dengan mitra bisnis asing; ketiga, sikap pengadilan
Indonesia yang tidak selalu mendukung atau "ramah" terhadap putusan arbitrase
asing.(Sutrisno, 1994)

Konvensi New York mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Hingga saat
ini, 146 negara telah telah meratifikasi Konvensi tersebut. Tujuan dari Konvensi
New York adalah bahwa "putusan arbitrase asing dan non-domestik putusan
arbitrase asing dan non-domestik tidak akan didiskriminasikan", bahwa Para Pihak
berkewajiban untuk "memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut diakui dan
secara umum dapat dilaksanakan di yurisdiksi mereka dengan cara yang sama
seperti putusan domestik, dan dengan cara yang sama seperti putusan domestik, dan
bahwa pengadilan Para Pihak harus "memberikan efek penuh pada arbitrase
perjanjian arbitrase dengan mewajibkan pengadilan untuk menolak akses para
pihak ke pengadilan yang bertentangan dengan perjanjian mereka untuk merujuk
masalah tersebut ke pengadilan arbitrase(Appadoo, 2013). Beberapa Pengaturan
terkain Pengakuan dan Pelaksanaan Putuasn Asing dalam Konvensi New York
1958: Artikel 1 (1) Apabila suatu negara telah meratifikasi atau mengaksesi
Konvensi New York, negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengakui
dan melaksanakan putusan arbitrase yang berasal dari luar negeri atau tidak
dianggap sebagai domestik, di negara tempat pengakuan dan pelaksanaannya
diminta. Artikel Il (1) dan (3) Konvensi New York juga mencakup aspek yurisdiksi
yang mewajibkan pengadilan nasional untuk mengakui keabsahan perjanjian
arbitrase dan mengarahkan para pihak ke proses arbitrase ketika mereka telah
menandatangani perjanjian yang sah untuk melakukan arbitrase dan salah satu
pihak telah mengajukan permohonan arbitrase. Artikel 11l Penting untuk dicatat
bahwa Konvensi ini berlaku untuk semua perjanjian arbitrase asing, tanpa
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memandang kewarganegaraan para pihak dan tidak peduli dengan subjek sengketa.
Pasal 111 mengarahkan Negara Pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing
sesuai dengan peraturan tata cara di wilayah tempat pelaksanaan putusan tersebut
diminta. Artikel 1l dan IV Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat
diperoleh dengan mengajukan (a) salinan putusan asli yang telah disahkan, dan (b)
salinan resmi perjanjian arbitrase asli, ke pengadilan nasional di negara di mana
pelaksanaan putusan tersebut diminta. Pada tahap persidangan ini, beban untuk
membuktikan salah satu dari beberapa pembelaan terhadap keabsahan putusan
arbitrase ditanggung oleh pihak yang menolak pelaksanaan putusan.

Indonesia

Pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di
Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase
asing diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Terdapat 2 kemungkinan jika
sebuah putusan arbitrase internasional yang telah dikeluarkan di luar negeri dibawa
ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu: 1) Putusan
arbitrase internasional diajukan untuk dilaksanakan; atau 2) Putusan arbitrase
internasional diajukan untuk dibatalkan.(Emmy & Setyowati, 2003) Apabila
sebuah putusan arbitrase internasional telah dicapai, sesuai dengan ketentuan Pasal
67 Undang-Undang Arbitrase, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan
oleh arbiter ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah itu permohonan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat diajukan. Dalam hal formalitas,
putusan arbitrase internasional tersebut harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase.

Apabila terdapat putusan arbitrase internasional yang melibatkan Republik
Indonesia, maka pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan exequatur adalah
Mahkamah Agung. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia
setelah mendapatkan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
terhadap putusan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun, jika Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak mengakui dan melaksanakan suatu
putusan arbitrase internasional, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan
kasasi. Dalam rangka membatasi, berdasarkan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang
Arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dapat diterapkan
secara terbatas pada wilayah hukum perdagangan. Dalam penjelasan lebih rinci
tentang pasal ini, wilayah hukum perdagangan meliputi berbagai kegiatan seperti
bisnis, perbankan, keuangan, investasi, industri, dan perlindungan hak kekayaan
intelektual. Pelaksanaan putusan arbitrase hanya akan dilakukan apabila putusan
tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase yang telah dibuat dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Selain itu,
Pasal 62 UU Arbitrase mensyaratkan putusan tersebut juga tidak boleh
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam konteks penerapan konsep ketertiban umum di Indonesia, Majelis
Hakim memandang bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat dianggap
melanggar ketertiban umum jika melanggar kedaulatan negara, mengancam
keamanan negara, merugikan perekonomian negara, melanggar kedaulatan hukum
negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum Indonesia, bertentangan dengan prinsip-
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prinsip dasar dari masyarakat di Indonesia, merugikan kepentingan dan kebutuhan
umum, serta menyebabkan ketidakpastian hukum saat dilaksanakan.. Karena tidak
ada definisi ketertiban umum yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang
Arbitrase maupun Konvensi New York, maka putusan-putusan pengadilan telah
memberikan pedoman dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase
internasional telah melanggar ketertiban umum di Indonesia, sehingga memperkaya
pemahaman terhadap konsep Kketertiban umum dalam praktik peradilan.
kepentingan umum dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan Indonesia
digunakan sebagai kriteria untuk menyatakan suatu pelanggaran terhadap
ketertiban umum di Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk
menolak pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional berdasarkan Undang-
Undang Arbitrase maupun Konvensi New York.(Wijaya, 2021)

Singapura

Singapura meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 21 Agustus
1986 Singapura memiliki dua undang-undang arbitrase, yaitu satu untuk arbitrase
nasional dan satu lagi untuk arbitrase internasional. Untuk perjanjian-perjanjian
arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah International
Arbitration Act (IAA), Bab 143 A, yang berlaku baik untuk arbitrase internasional
maupun arbitrase non-internasional jika para pihak telah menentukan secara tertulis
bahwa Bagian Il IAA dan Model Law akan berlaku. IAA memberikan kekuatan
hukum pada Model Law di Singapura, dengan pengecualian Bab VIII yang
mengatur Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan.(Hikmah, 2012). Putusan arbitrase
di Singapura dibagi menjadi 3, yaitu: (i) putusan arbitrase dalam negeri; (ii) putusan
arbitrase internasional; (iii) keputusan arbitrase asing. Putusan arbitrase dalam
negeri adalah keputusan yang dibuat di Singapura dalam proses arbitrase yang
melibatkan pihak-pihak dan sengketa yang tidak terkait dengan luar Singapura.
Sedangkan keputusan arbitrase asing adalah keputusan yang dibuat di luar
Singapura, termasuk yang dibuat di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi
New York 1958.(P. Harahap, 2019)

Berdasarkan Arbitration Act (Cap. 10) (AA), pasal 38(1), atau UNCITRAL
Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (Model Law), pasal
31(1), yang memiliki kekuatan hukum di Singapura berdasarkan International
Arbitration Act (Cap. 143A) (IAA) Pasal 3(1), putusan arbitrase harus dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh arbiter secara langsung (dalam kasus arbiter
tunggal) atau setidaknya mayoritas arbiter (dalam kasus dua arbiter atau lebih),
dengan ketentuan bahwa alasan-alasan atas tidak ditandatanganinya putusan
arbitrase harus disebutkan. Putusan arbitrase harus menyatakan alasan yang
menjadi dasar putusan tersebut (AA, pasal 38(2); Model Law, pasal 31(2). Putusan
arbitrase juga harus menyatakan tanggal putusan dan tempat arbitrase (AA, pasal
38(3); Model Law, pasal 31(3)). Setelah putusan arbitrase dibuat, salinan putusan
yang telah ditandatangani harus disampaikan kepada masing-masing pihak (AA,
pasal 38(5); Model Law, pasal 31(4)). Putusan arbitrase dianggap telah dibuat di
tempat arbitrase (AA, pasal 38(4)).(Kohe Hasan, 2021)

Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Singapura diatur oleh International
Arbitration Act (IAA) Pengadilan Tinggi Singapura terikat untuk mengakui dan
menegakkan putusan arbitrase yang jatuh di bawah IAA kecuali salah satu alasan
untuk menolak pelaksanaan dibuat.(Kohe Hasan, 2021) Dalam hal pengakuan dan

-612 -



nur rizki, R., Ansari, T., santoso, I., & Arafat, M. / Jurnal IImiah Wahana Pendidikan 9(23), 607-615

pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Pasal 29(2) IAA menyatakan bahwa
putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan akan diakui sebagai mengikat bagi
semua pihak yang terlibat di dalamnya dan dapat digunakan oleh salah satu pihak
sebagai pembelaan, dalil, atau alat bukti dalam proses hukum di Singapura. (Seng,
2022). Di Singapura, pelaksanaan putusan arbitrase umumnya disukai, namun ada
beberapa alasan di mana pelaksanaannya dapat ditolak. Beberapa alasan umum
penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Singapura meliputi: ketidakmampuan
salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat, perjanjian arbitrase tidak sah,
kesalahan tempat arbitrase dilaksanakan, pelanggaran keadilan alamiah dalam
proses arbitrase, dan kelebihan yurisdiksi oleh majelis arbitrase. Perlu dicatat
bahwa pengadilan Singapura memiliki reputasi yang mendukung arbitrase dan
umumnya mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan. Namun, penolakan
pelaksanaan hanya terjadi dalam kasus-kasus yang sangat terpenuhi
syarat.(Govintharasah, n.d.)

Dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai
Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di
Indonesia Dan Singapura™ oleh Esther Emmanuella Wijaya, disimpulkan bahwa
baik di Indonesia maupun di Singapura, pengadilan memiliki pandangan yang
serupa terkait penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional
berdasarkan konsep ketertiban umum. Putusan arbitrase internasional dapat
dianggap melanggar ketertiban umum jika merugikan kepentingan umum,
melanggar prinsip-prinsip hukum yang diakui secara luas, melanggar hukum yang
berlaku, atau melibatkan unsur korupsi, penyuapan, atau penipuan. Dalam kasus-
kasus seperti ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan
putusan tersebut. Temuan ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam
Konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase Indonesia (Wijaya, 2021).
Dalam konteks kedaulatan, terdapat perbedaan pendekatan antara Singapura dan
Indonesia terkait ketertiban umum. Singapura tidak mengaitkan ketertiban umum
dengan melanggar kedaulatan negara dari aspek eksternal. Menurut hakim di
Singapura, ketertiban umum tidak sama dengan sikap politik atau politik
internasional suatu negara yang merupakan bagian dari kedaulatan negara dalam
aspek eksternal. Ketertiban umum hanya mencakup gagasan fundamental dan
prinsip keadilan suatu negara. Di sisi lain, Indonesia memandang bahwa sikap
politik merupakan salah satu unsur kedaulatan (aspek eksternal) yang mencakup
indikator ketertiban umum yang diakui di Indonesia.(Wijaya, 2021).

KESIMPULAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan internasional telah
mengalami peningkatan baik dalam ukuran maupun kompleksitas transaksi, yang
pada akhirnya menciptakan potensi yang lebih besar untuk timbulnya perselisihan
dalam konteks bisnis lintas negara. Sengketa semacam itu sering melibatkan sistem
hukum yang berbeda, dan oleh karena itu, diperlukan platform yang dapat
menyelesaikan sengketa tersebut. Arbitrase internasional telah menjadi alternatif
yang populer dalam penyelesaian sengketa bisnis. Keuntungan dari arbitrase
termasuk proses yang lebih cepat, penggunaan arbiter yang merupakan ahli di
bidangnya, kebebasan memilih arbiter, fleksibilitas hukum acara, kerahasiaan
proses, dan pengakuan internasional terhadap putusan arbitrase. Di Asia Tenggara,
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Indonesia dan Singapura adalah dua negara dengan perbedaan pendekatan dalam
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Indonesia telah meratifikasi
Konvensi New York 1958 melalui keputusan presiden, sehingga putusan arbitrase
asing di negara ini dapat diakui dan dilaksanakan. Namun, Indonesia masih
menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase
dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya peraturan hukum yang memadai,
inkonsistensi pengusaha dalam menjalankan kontrak bisnis, dan sikap pengadilan
yang tidak selalu mendukung putusan arbitrase asing. Di Singapura, pelaksanaan
putusan arbitrase umumnya disukai, dan pengadilan memiliki reputasi yang
mendukung arbitrase. Namun, pelaksanaan putusan dapat ditolak dalam kasus-
kasus yang sangat terpenuhi syarat. Dalam kedua negara ini, pengadilan memiliki
pandangan yang serupa terkait penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase internasional berdasarkan konsep ketertiban umum. Terlepas dari
perbedaan dalam pendekatan dan tantangan yang dihadapi, upaya terus dilakukan
untuk meningkatkan kerangka hukum dan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura guna mendorong penyelesaian
sengketa bisnis yang efektif dan efisien.
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